
 
 
 
 
 

WALIKOTA SORONG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG 
NOMOR   29  TAHUN  2013 

 
TENTANG 

 
MENARA TELEKOMUNIKASI  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 
WALIKOTA SORONG, 

 
Menimbang  :  a. bahwa    menara   merupakan  salah  satu  infrastruktur 

pendukung dalam     penyelenggaraan   telekomunikasi   
yang   vital  dan memerlukan  ketersediaan lahan, 
bangunan dan ruang udara dalam rangka  perluasan  
cakupan  jangkauan  sinyal  dan  kapasitas; 

 

b. bahwa   untuk   tercapainya   efektifitas ,  efisiensi  dan  
estetika  kota  dalam  penggunaan, pemanfaatan dan 
pengendalian tata ruang, maka pembangunan menara 
telekomunikasi perlu disinergikan dengan ketersediaan 
ruang di Kota Sorong serta perkembangan kebutuhan 
menara telekomunikasi dengan tetap menghindari 
terjadinya praktek manapoli; 

 

c. bahwa penyelenggaraan  sebagian urusan  pemerintahan  
di bidang telekomunikasi dan informatika telah 
dilimpahkan kepada Kota Sorong yang oleh karena itu 
dipandang perlu menetapkan dasar hukum  sebagai dasar 
penyelenggaraan urusan dimaksud di Kota Sorong; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Menara Telekomunikasi; 

 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3881); 

 

2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, 
Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak 
Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 

 

3 Undang - Undang  Nomor 28 Tahun 2002 tentang  
Bangunan  Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4247); 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4844); 

 

5. Undang-Undang   Nomor   12   Tahun  2011   tentang    
Pembentukan   Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang   
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

 

7.  Peraturan  Pemerintah  Nomor   53  Tahun   2000  tentang   
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000              
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3981); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia            
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 

dan 
WALIKOTA SORONG 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI  

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Sorong. 
2. Pemerintah Daerah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara  Pemerintahan Daerah. 
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3. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kota Sorong. 
4. Dinas Daerah, yang untuk selajutnya disebut Dinas, adalah Dinas Daerah 

di lingkungan Pemerintah Kota Sorong; 
5. Walikota adalah Walikota Sorong. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau 

penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau 
sistem elektromagnetik lainnya. 

8. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai 
penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya 
disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi. 

9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang 
dapat digunakan oleh lebih dari satu operator. 

10. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang 
bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang 
mengikat satu sama lain. 

11. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang 
bengunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul 
untuk menyatukannya. 

12. Transmisi Utama (Backbone) adalah jaringan telekomunikasi utama yang 
berfungsi sebagai jaringan penghubung utama. 

13. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat 
pertimbangan yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk 
sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara 
telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan 
administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam 
Peraturan Walikota. 

14. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin mendirikan bangunan menara 
telekomunikasi yang dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk 
setelah mendapatkan  Surat rekomendasi Membangun Menara 
Telekomunikasi dan memenuhi  ketentuan teknis sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

15. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya 
maupun kegiatan khusus. 

16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 
dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatan. 

17. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi 
berdasarkan potensi ruang yang tersedia. 

18. Operator adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang 
menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan 
telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya. 

19. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan 
usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta 
yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola 
menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal. 

20. Kamuflase adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang 
diselenggarakan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada. 

 
 
 
 
 
 



 
-4- 

 
21. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara 

telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara 
telekomunikasi. 

22. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke 
menara telekomuniksi bersama. 

 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

 
Pasal 2 

 
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan, penataan, perizinan 
dan pengendalian penyelenggaraan menara telekomunikasi di Kota Sorong. 

 
 

BAB III 
 

PENGATURAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

Bagian Kesatu 
Penempatan Menara Telekomunikasi 

 
Pasal 3 

 
(1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan menara 

telekomunikasi di wilayah Kota Sorong, rencana penempatan dan 
persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan 
ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan/populasi pemakai jasa 
telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah,  
estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan 
komunikasi pada umumnya; 

 

(2) Rencana Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi 
sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Sorong. 

 
Paragraf 1 

Persebaran Menara Telekomunikasi 
 

Pasal 4 
 

Persebaran menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona, dengan 
memperhatikan potensi ruang kota yang tersedia serta kepadatan pemakaian 
jasa telekomunikasi dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang kota, 
keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi 
pada umumnya. 

 
Paragraf 2 

Pembagian Zona Menara Telekomunikasi 
 

Pasal 5 
 

(1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai 
berikut : 
a. Kepadatan penduduk; 
b. Kerapatan bangunan; 
c. Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan 
d. Letak startegis wilayah. 
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(2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 
a. Zona I dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Kepadatan penduduk tinggi; 
2. Kerapatan bangunan tinggi; 
3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sangat 

memadai; 
4. Terdapat akses jalan arteri dan ring road. 

 

b. Zona II dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Kepadatan penduduk sedang; 
2. Kerapatan bangunan sedang; 
3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa sedang; 
4. Terdapat akses jalan kolektor. 

 

c. Zona III dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Kepadatan penduduk rendah; 
2. Kerapatan bangunan rendah; 
3. Sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai. 

 

(3) Detil Pembagian Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota. 

 
Bagian Kedua 

Desain dan Konstruksi Menara 
 

Pasal 6 
 

Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu menara 
telekomunikasi tunggal dan menara telekomunikasi bersama yang rangka dan 
desain (bentuk) konstruksinya disesuaikan dengan peletakannya. 
 

Pasal 7 
 

(1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai 
menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat 
digunakan oleh sekurang-kurangnnya 3 (tiga) operator dan desain 
konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau 
pejabat yang ditunjuk; 
 

(2) Struktur menara yang dibangun harus memenuhi SNI dan standar baku 
tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan 
memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan 
konstruksi menara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku; 
 

(3) Standar baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah 
tempat penempatan antenna dan perangkat telekomunikasi untuk 
penggunaan bersama, ketinggian menara, struktur menara, pondasi 
menara dan kekuatan angin; 

 

(4) Pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan 
peruntukkannya memiliki karekteristik tertentu seperti kawasan cagar 
budaya, kawasan Bandar udara, kawasan pariwisata, kawasan hutan 
lindung dan sebagainya wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku; 
 

(5) Menara telekomunikasi yang dibangun harus dilengkapi dengan sarana 
pendukung dan identitas yang jelas, sekurang-kurangnya dengan sarana 
pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan 
penerbangan (Aviation Obstruction Light), marka halangan penerbangan 
(Aviation Obstruction Marking) dan identitas yang berisi antara lain : 
a. Nama pemilik menara; 
b. Kontrktor menara; 

 
 
 
 
 


